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KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR

Menimbang

Mengingat

NOMOR :452. ¢i3 .BPPTPM-iV/2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPADA Drs ENDANG SUHERMAN S.Pd. |

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BOGOR,

a. bahwa sesuai perrmz-zran dari Dr. H Endang Suherman, M.Pd.| atas nama Yayasan
Ghazwata Al Fikri z=-z.amat di Kp. Lebak Sari RT 004 RW 010, Keiurahan Paledang,
Kecamatan Boge: “=~gah, Kota Bogor, Perihal Permohonan izin Operasional
Pendidikan Non Formal dengan nomor pendaftaran 20160415.PAUD.03782, tanggal 15
April 2016;

b. bahwa sesuai surat <zpala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/1274-PNF]

tanggal 30 Maret 225 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD, terhadap
permohonan sebagai~z-a dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

¢. bahwa dengan perti~zangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusa- Xepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal;

1. Undang-Undang Norrz- 28 Tahun 41599 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, <z usi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 ~ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Noms- 23 Tahun 2033 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

“2za"s Reputik indemssia Tahun 2773 Nenrzr T8 Ta~tahan Lemtars

Repubik Indonesia Nomor 4221);

Negara

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2245 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikar (Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

m

Peraturan Pemerintah Nor2r 12 tahur 2345 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 Tenta~z Stardar Nasicnal Pendidikan;

has:

&2 horot 22 Tanun 2009 tentang Standar
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~ai-ran Menteri Pendicdikan ‘.zs:-z ] 2C14 tentang Pendirian
'Z.2%ar Anak Usia Dini ‘Berita M“ezara Ispuz 2s7es 2 Tanun 2014 Nomor 1279);
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: -sar Menteri Sosial Nomor 48 ~_~ 353 e s Sges
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«

«ar <elompok Bermain

“w

Feraturar Daerah Kota Boger Nemzr 43 Tahun 2242 ientang Penrgelolaan zan
Penyelenggaraan Pendidixan (Lembara~ Daerah Kota Bogor Tahun 2C°Z Nomor 8
Seri E}:

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Crganisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita
Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E)



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KELIMA

Tembusan:
Yth. Bapak ziikota Bogor (Sebagai Laporan)
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

1.
2.

12. Peraturan Walikota Bogor nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Cperasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama PAUD : PAUD MATAHAR!

Lokasi/Alamat  Kp Lebak Sari RT 002 RW 010
Kelurahan Paledang,
Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor

Penyelenggara : Dr Endang Suherman, M.Pd.|

Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai kewajiban:

a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;

b, Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

¢ Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;

Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak
me'aksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan
xegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut

xarbali:

Masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usiz Dini (PALUD) Non Formal iri berlaku
selama 1 (satu) tahun, dan wajib melakukan daftar ulang yang ciajukan paling lambat 30
{tiga puluh} hari sebelum masa beriaku izin ini beraknir

Keputasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor o R
pada tangzal 2 5 AT weag
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